BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.506, 2018 KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan
profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
melaksanakan tugas pelayanan fungsional di bidang
perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati
hewani, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Tumbuhan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3482);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 85);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 89);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
Manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina adalah jabatan
yang diduduki PNS dan mempunyai ruang lingkup tugas,
tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan tugas
analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta
pengawasan keamanan hayati hewani.

Pejabat Fungsional Dokter Hewan Karantina yang selanjutnya
disebut Dokter Hewan Karantina adalah PNS yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan
analisis/diagnosa dan tindakan karantina hewan serta
pengawasan keamanan hayati hewani.

Pejabat Fungsional Paramedik Karantina Hewan yang
selanjutnya disebut Paramedik Karantina Hewan adalah PNS

yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan
tindakan karantina hewan serta pengawasan keamanan hayati
hewani.

Analisis/Diagnosa dan Tindakan Karantina Tumbuhan adalah
kegiatan menganalisis/mendiagnosa media pembawa yang
dilalulintaskan dalam rangka penentuan tindakan karantina
lanjutan.

Pengawasan Keamanan Hayati Hewani adalah pengawasan
terhadap pemasukan dan pengeluaran pangan segar asal
tumbuhan untuk memastikan memenuhi syarat keamanan
pangan.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
Pejabat Penilai adalah atasan langsung Dokter Hewan
Karantina yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah
Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.

Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari
setiap pelaksanaan tugas jabatan.

Angka Kredit adalah satuan nilai dari masing-masing
uraian kegiatan tugas jabatan.

Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Capaian SKP adalah nilai yang diperoleh sebagai hasil
pencapaian tugas jabatan.

Nilai Capaian Angka Kredit adalah hasil perkalian antara nilai
SKP dalam bentuk persentase dengan target Angka Kredit
pada SKP.

Tim Penilai Kinerja Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim
Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat
yang Berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter
Hewan Karantina.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.
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BAB II
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina termasuk dalam

rumpun ilmu hayat.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3
Dokter Hewan Karantina berkedudukan sebagai
pelaksana teknis fungsional di bidang perkarantinaan
hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani pada
Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian.
Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina merupakan
Jabatan Fungsional Kategori Keahlian.
Jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang
terendah sampai dengan jenjang tertinggi, yaitu:
a. Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama;
b. Dokter Hewan Karantina Ahli Muda;
c. Dokter Hewan Karantina Ahli Madya; dan
d. Dokter Hewan Karantina Ahli Utama.
Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV

TUGAS JABATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN

DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina yaitu

melaksanakan kegiatan analisis dan tindakan karantina

hewan serta pengawasan keamanan hayati hewani sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan

Pasal 6

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina sesuai jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir

kegiatan sebagai berikut:

a. Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama, meliputi:

1.

melakukan pengawasan pelaksanaan kalibrasi
peralatan laboratorium eksternal atau kalibrasi
internal;

melakukan pendampingan/ supervisi/
pengawasan pelaksanaan atau penilaian hasil
pengawasan lalu lintas alat angkut, media
pembawa karantina hewan dan keamanan hayati
hewani;

melakukan verifikasi hasil pemeriksaan
dokumen;

melakukan penilaian kelayakan alat angkut;
melakukan tindakan pemeriksaan klinis hewan
dan organoleptik, penilaian hasil pemeriksaan
klinis hewan dan organoleptik dan menetapkan

diagnosa;
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melakukan penilaian pengambilan sampai
penyimpanan sampel;

melakukan kegiatan pengujian,
penilaian /supervisi pengujian morfologis
(makroskopis, organoleptik, atau mikroskopis);
menentukan teknik dan metode tindakan
karantina pengamatan atau tindakan karantina
perlakuan pada media pembawa;

melakukan penilaian dan atau tindakan
perlakuan termasuk perlakuan kuratif terhadap
media pembawa;

menetapkan atau melakukan penilaian tindakan
karantina penahanan media pembawa;
melakukan analisa dan penandatanganan
dokumen atas tindakan karantina hewan;
melakukan kegiatan pengamatan status situasi
penyakit atau pengawasan keamanan hayati
hewani;

melakukan penilaian kegiatan pembuatan atau
pemeliharaan, atau pengelolaan koleksi Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK) atau Media
Pembawa;

melakukan kegiatan diseminasi hasil uji terap
atau bimbingan teknis pengujian, uji terap,
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM);
melakukan kegiatan uji terkait penerapan SMM,
uji coba, uji terap atau pengembangan teknik
dan metode uji coba, uji terap

mengumpulkan data dan informasi tentang jenis
Sumber Daya Manusia (SDM), metode, alat atau
bahan laboratorium yang akan
distandarisasikan;

melakukan  penyusunan dokumen  sistem
manajemen mutu;

melakukan kaji ulang Dokumen  sistem

manajemen mutu;
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19.

20.

21.

melakukan perbaikan atas hasil kaji ulang
manajemen;
melakukan kegiatan audit internal sebagai
auditee; dan
melakukan  penyelidikan dan  penyidikan
pelanggaran  peraturan  perkarantinaan di

lapangan;

Dokter Hewan Karantina Ahli Muda, meliputi:

1.

melakukan identifikasi risiko Hama Penyakit
Hewan Karantina (HPHK);

melakukan penilaian risiko Hama Penyakit
Hewan Karantina (HPHK);

melakukan identifikasi kejadian wabah Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK), kasus baru
Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK),
kejadian wabah Hama Penyakit Hewan Karantina
(HPHK) di Negara atau daerah lain;
mengumpulkan bahan/menyusun naskah
rancangan kebijakan/peraturan di bidang
karantina hewan dan pengawasan keamanan
hayati hewani;

menyusun bahan  pedoman/juklak/juknis/
Standar Operational Procedure (SOP) Tindakan
Karantina Hewan;

melakukan verifikasi persyaratan administrasi
atau teknis hasil penilaian kelayakan Instalasi
Karantina Hewan (IKH);

melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi
tindakan karantina hewan /laboratorium
karantina hewan/ pengawasan keamanan hayati
hewani;

melakukan identifikasi atas rencana penetapan
kawasan karantina;

menyusun rencana kerja tindakan karantina

hewan;
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melakukan pengawasan pelaksanaan kalibrasi
peralatan laboratorium eksternal atau analisa
hasil kalibrasi internal,

melakukan pendampingan/ supervisi/
pengawasan pelaksanaan atau penilaian hasil
pengawasan lalu lintas alat angkut, media
pembawa karantina hewan dan keamanan hayati
hewani;

melakukan penilaian kelayakan lokasi, sarana
prasarana, rancang bangun instalasi karantina
hewan;

melakukan evaluasi kelayakan Instalasi
Karantina Hewan (IKH) di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu;
melakukan tindakan pemeriksaan klinis hewan
dan organoleptik, penilaian hasil pemeriksaan
klinis hewan dan organoleptik dan menetapkan
diagnosa;

menetapkan besaran, cara pengambilan sampel
dan  jenis sampel untuk  pemeriksaan
laboratorium;

melakukan verifikasi/kaji ulang permintaan
pengujian laboratorium;

melakukan  kegiatan  pengujian, penilaian
pengujian secara serologis sederhana, kimia
sederhana, mikrobiologi;

menetapkan media pembawa yang akan
diasingkan atau tindak lanjut hasil pengasingan;
melakukan penilaian dan atau tindakan
karantina perlakuan termasuk perlakuan kuratif
terhadap media pembawa;

menetapkan tindakan karantina penolakan,
penilaian tindakan penolakan terhadap media
pembawa atau sampel di laboratorium,;
menetapkan teknik dan metode tindakan

karantina pemusnahan;
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23.

24.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

-10-

melakukan analisa dan penandatanganan
dokumen atas tindakan karantina hewan;
menyusun rencana kegiatan pengamatan status
situasi penyakit atau pengawasan keamanan
hayati hewani;

menyusun rencana kegiatan pengelolaan koleksi
Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/dan
Media Pembawa atau menetapkan jenis koleksi;
menyusun rencana kegiatan diseminasi hasil uji
terap atau bimbingan teknis pengujian, uji terap,
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM);
melakukan evaluasi hasil kegiatan diseminasi
hasil uji terap atau bimbingan teknis pengujian,
uji terap, penerapan Sistem Manajemen Mutu
(SMM);

melakukan kegiatan uji terkait penerapan Sistem
Manajemen Mutu (SMM), uji coba, uji terap atau
pengembangan teknik dan metode uji coba, uji
terap;

melakukan penyusunan konsep standarisasi
Sumber Daya Manusia (SDM), metode, alat atau
bahan laboratorium;

melakukan  penyusunan dokumen = sistem
manajemen mutu;

melakukan  kaji ulang dokumen  sistem
manajemen mutu;

melakukan perbaikan atas hasil kaji ulang
manajemen;

melakukan kegiatan audit internal sebagai
auditee;

menjadi saksi ahli dalam pelanggaran peraturan
perkarantinaan; dan

melakukan  penyelidikan dan = penyidikan
pelanggaran  peraturan  perkarantinaan  di

lapangan;
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c. Dokter Hewan Karantina Ahli Madya, meliputi:

1.

10.

melakukan kegiatan manajemen risiko Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Invasive
Alien Species (IAS)/Produk Rekayasa Genetik
(PRG)/Agensia Hayati;

menyusun rencana tindak lanjut dari
rekomendasi hasil kajian kejadian wabah Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK), kasus baru
Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK),
kejadian wabah Hama Penyakit Hewan Karantina
(HPHK) di Negara atau daerah lain;

menyusun konsep kebijakan/peraturan di
bidang karantina hewan dan pengawasan
keamanan hayati hewani;

menyusun konsep pedoman/juklak/juknis/
Standar Operational Procedure (SOP) tindakan
karantina hewan;

membuat rencana tindak lanjut dari
rekomendasi hasil kajian naskah akademik
konsep kebijakan di bidang karantina hewan dan
pengawasan keamanan hayati hewani;
melakukan kajian dan memberikan rekomendasi
jenis uji coba, uji terap/ pengembangan teknik
dan metode uji coba, uji terap;

melakukan kajian dan memberikan rekomendasi
penilaian Instalasi Karantina Hewan (IKH);
menyusun rencana Kkegiatan monitoring dan
evaluasi tindakan karantina hewan/
laboratorium karantina hewan/pengawasan dan
keamanan hayati hewani;

membuat rencana tindak lanjut dari
rekomendasi hasil kajian penetapan kawasan
karantina;

melakukan supervisi pelaksanaan penilaian
kelayakan alat angkut atau lokasi, sarana
prasarana, rancang bangun instalasi karantina

hewan;
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melakukan tindakan pemeriksaan klinis hewan
dan organoleptik, penilaian hasil pemeriksaan
klinis hewan dan organoleptik dan menetapkan
diagnosa;

melakukan  kegiatan  pengujian, penilaian
pengujian secara bioteknologi, serologi kompleks,
kimia kompleks, isolasi/kultur;

melakukan penilaian dan atau tindakan
karantina perlakuan termasuk perlakuan kuratif
terhadap media pembawa;

melakukan  penilaian tindakan = karantina
penahanan, atau penolakan, atau pemusnahan
terhadap media pembawa atau sampel sisa hasil
uji/sampel arsip;

melakukan analisa dan penandatanganan
dokumen atas tindakan karantina hewan;
melakukan analisa hasil tindakan karantina
hewan;

melakukan analisa hasil kalibrasi internal dan
eksternal,

melakukan evaluasi hasil kegiatan pengamatan
status situasi penyakit atau pengawasan
keamanan hayati hewani;

melakukan penyusunan data base koleksi
standar Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
atau media pembawa,;

menyusun proposal kegiatan uji terkait
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), uji
coba, uji terap atau pengembangan teknik dan
metode uji coba, uji terap;

melakukan evaluasi hasil kegiatan uji terkait
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM), uji
coba, uji terap atau pengembangan teknik dan
metode uji coba, uji terap;

melakukan kajian konsep standarisasi Sumber
Daya Manusia (SDM), metode, alat atau bahan

laboratorium;
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melakukan  penyusunan dokumen  sistem
manajemen mutu;

melakukan  kaji ulang dokumen  sistem
manajemen mutu;

melakukan perbaikan atas hasil kaji ulang
manajemen;

melakukan kegiatan audit internal sebagai
auditor;

melakukan kegiatan audit internal sebagai
auditee;

menjadi saksi ahli dalam pelanggaran peraturan
perkarantinaan; dan

melakukan  penyelidikan dan  penyidikan
pelanggaran  peraturan  perkarantinaan  di

lapangan;

Dokter Hewan Karantina Ahli Utama, meliputi:

1.

melakukan rekomendasi analisa resiko Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Invasive
Alien Species (IAS)/ Produk Rekayasa Genetik
(PRG)/Agensia Hayati;

melakukan kegiatan komunikasi risiko Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Invasive
Alien Species (IAS)/ Produk Rekayasa Genetik
(PRG)/Agensia Hayati;

melakukan rekomendasi kegiatan hasil analisa
data;

mengkaji dan merekomendasikan dampak
kejadian wabah Hama Penyakit Hewan Karantina
(HPHK), kasus baru Hama Penyakit Hewan
Karantina (HPHK), kejadian wabah Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK) di Negara
atau daerah lain;

mengkaji dan merekomendasikan daftar/list
jenis Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
dan media pembawa Hama Penyakit Hewan

Karantina (HPHK) desk review;
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melakukan kajian atas konsep kebijakan/
peraturan di bidang karantina hewan dan
pengawasan keamanan hayati hewani;
melakukan kajian atas konsep pedoman/
juklak/juknis/Standar Operational Procedure
(SOP) tindakan karantina hewan;

melakukan supervisi dan pembinaan Instalasi
Karantina Hewan (IKH);

melakukan evaluasi kegiatan monitoring dan
evaluasi tindakan karantina hewan, kegiatan
laboratorium karantina hewan, pengawasan
keamanan hayati hewani;

mengkaji dampak penetapan kawasan karantina
dan merekomendasikan tindak lanjut;
merekomendasikan tindak lanjut tindakan
karantina penahanan, atau penolakan, atau
pemusnahan;

melakukan kajian, pemberian rekomendasi,
pembinaan atas hasil uji coba, uji terap atau
pengembangan teknik dan metoda uji coba, uji
terap;

menelaah kajian /rekomendasi hasil
pengembangan teknik dan metode/ standar
Sumber Daya Manusia (SDM), alat, bahan,
metode uji laboratorium,;

melakukan  penyusunan dokumen  sistem
manajemen mutu,;

melakukan kaji ulang Dokumen sistem
manajemen mutu;

melakukan perbaikan atas hasil kaji ulang
manajemen;

melakukan kegiatan audit internal sebagai
auditor;

melakukan kegiatan audit internal sebagai
auditee; dan

menjadi saksi ahli dalam pelanggaran peraturan

perkarantinaan.
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(2) Dokter Hewan Karantina yang melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai
Angka Kredit tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(3) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi

Pembina.

Bagian Ketiga
Hasil Kerja

Pasal 7
Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:
a. Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama, meliputi:

1. dokumen hasil pengawasan pelaksanaan kalibrasi
peralatan laboratorium eksternal atau kalibrasi
internal,;

2. laporan hasil pendampingan/supervisi/pengawasan
pelaksanaan atau penilaian hasil pengawasan lalu
lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan
dan keamanan hayati hewani;

3. Dokumen hasil verifikasi atas hasil pemeriksaan
dokumen;
dokumen hasil penilaian kelayakan alat angkut;

5. laporan hasil pemeriksaan klinis hewan dan
organoleptik, penilaian hasil pemeriksaan klinis
hewan dan organoleptik dan penetapan diagnosa;

6. laporan hasil penilaian pengambilan sampai
penyimpanan sampel;

7. dokumen hasil kegiatan pengujian, penilaian
pengujian morfologis (makroskopis, organoleptik atau

mikroskopis);
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laporan hasil penentuan teknik dan metode
tindakan karantina pengamatan atau tindakan
karantina perlakuan pada media pembawa,;

laporan hasil penilaian dan atau tindakan karantina
perlakuan termasuk perlakuan kuratif terhadap
media pembawa;

laporan hasil penetapan atau melakukan penilaian
tindakan karantina penahanan terhadap media
pembawa,;

penerbitan dokumen karantina hewan;

laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengamatan
status situasi penyakit atau pengawasan keamanan
hayati hewani;

laporan hasil penilaian kegiatan pembuatan atau
pemeliharaan, atau pengelolaan koleksi Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK) atau Media
Pembawa;

laporan hasil kegiatan diseminasi hasil uji terap atau
bimbingan teknis pengujian, uji terap, penerapan
Sistem Manajemen Mutu (SMM);

laporan hasil kegiatan uji terkait penerapan Sistem
Manajemen Mutu (SMM), uji coba, uji terap atau
pengembangan teknik dan metode uji coba, uji
terap;

data dan informasi tentang jenis Sumber Daya
Manusia (SDM), metode, alat atau bahan
laboratorium yang akan distandarisasikan;

laporan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen
sistem manajemen mutu;

laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen
mutu;

laporan hasil perbaikan atas hasil kaji ulang
manajemen;

laporan hasil pelaksanaan kegiatan audit internal
sebagai auditee; dan

laporan  hasil penyelidikan dan  penyidikan

pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan;
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b. Dokter Hewan Karantina Ahli Muda, meliputi:

1.

10.

11.

12.

laporan hasil identifikasi risiko Hama Penyakit
Hewan Karantina (HPHK);

laporan hasil penilaian risiko Hama Penyakit Hewan
Karantina (HPHK);

laporan hasil identifikasi kejadian wabah Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK), kasus baru
Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), kejadian
wabah Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) di
Negara atau daerah lain;

laporan hasil pengumpulan bahan/penyusunan
naskah rancangan kebijakan/peraturan di bidang
karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati
hewani;

laporan hasil penyusunan bahan
pedoman/juklak/juknis/ Standar Operational
Procedure (SOP) tindakan Karantina Hewan;
dokumen formulir isian verifikasi persyaratan
administrasi atau teknis hasil penilaian kelayakan
IKH;

laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
tindakan karantina hewan/laboratorium karantina
hewan/pengawasan keamanan hayati hewani;
laporan hasil identifikasi atas rencana penetapan
kawasan karantina;

laporan hasil penyusunan rencana kerja tindakan
karantina hewan;

laporan hasil pengawasan pelaksanaan kalibrasi
peralatan laboratorium eksternal atau analisa hasil
kalibrasi internal,

laporan hasil pendampingan/supervisi/pengawasan
pelaksanaan atau penilaian hasil pengawasan lalu
lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan
dan keamanan hayati hewani;

lokumen hasil penilaian kelayakan lokasi, sarana
prasarana, rancang bangun instalasi karantina

hewan;
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dokumen hasil evaluasi kelayakan Instalasi
Karantina Hewan (IKH) di Unit Pelaksana Teknis
(UPT) setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu;

laporan hasil pemeriksaan klinis hewan dan
organoleptik, penilaian hasil pemeriksaan klinis
hewan dan organoleptik dan penetapan diagnose;
laporan hasil penetapan besaran, cara pengambilan
sampel dan jenis sampel untuk pemeriksaan
laboratorium;

dokumen hasil verifikasi/kaji ulang permintaan
pengujian laboratorium;

dokumen hasil kegiatan pengujian, penilaian
pengujian secara serologis sederhana, kimia
sederhana, mikrobiologi;

laporan hasil penetapan media pembawa yang akan
diasingkan atau tindak lanjut hasil pengasingan;
laporan hasil penilaian dan atau tindakan karantina
perlakuan termasuk perlakuan kuratif terhadap
media pembawa;

laporan hasil penetapan tindakan karantina
penolakan, penilaian tindakan karantina penolakan
terhadap media pembawa atau sampel di
laboratorium;

laporan hasil penetapan teknik dan metode tindakan
karantina pemusnahan;

penerbitan dokumen karantina hewan;

laporan hasil penyusunan rencana kegiatan
pengamatan status situasi  penyakit atau
pengawasan keamanan hayati hewani;

laporan hasil penyusunan rencana kegiatan
pengelolaan  koleksi Hama  Penyakit Hewan
Karantina  (HPHK)/ Media  Pembawa  atau
menetapkan jenis koleksi;

laporan hasil penyusunan rencana kegiatan
diseminasi hasil uji terap atau bimbingan teknis
pengujian, uji terap, penerapan Sistem Manajemen

Mutu (SMM);
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laporan hasil evaluasi hasil kegiatan diseminasi hasil
uji terap atau bimbingan teknis pengujian, uji terap,
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM);

laporan hasil kegiatan uji terkait penerapan Sistem
Manajemen Mutu (SMM), uji coba, uji terap atau
pengembangan teknik dan metode uji coba, uji
terap;

laporan hasil penyusunan konsep standarisasi
Sumber Daya Manusia (SDM), metode, alat atau
bahan laboratorium;

laporan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen
sistem manajemen mutu;

laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen
mutu;

laporan hasil perbaikan atas hasil kaji ulang
manajemen;

laporan hasil pelaksanaan kegiatan audit internal
sebagai auditee;

laporan hasil pelaksanaan sebagai saksi ahli dalam
penggaran peraturan perkarantinaan; dan

laporan  hasil penyelidikan dan  penyidikan

pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan;

c. Dokter Hewan Karantina Ahli Madya, meliputi:

1.

laporan hasil kegiatan manajemen risiko Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Invasive Alien
Species (IAS)/ Produk Rekayasa Genetik
(PRG)/Agensia Hayati;

laporan penyusunan rencana tindak lanjut dari
rekomendasi hasil kajian kejadian wabah Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK), kasus baru
Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), kejadian
wabah Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) di
Negara atau daerah lain;

laporan hasil penyusunan konsep kebijakan/
peraturan di bidang karantina hewan dan

pengawasan keamanan hayati hewani;
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laporan hasil penyusunan konsep pedoman/juklak/
juknis/  Standar Operational Procedure (SOP)
tindakan karantina hewan;

laporan penyusunan rencana tindak lanjut
rekomendasi hasil kajian naskah akademik konsep
kebijakan di bidang karantina hewan dan
pengawasan keamanan hayati hewani;

laporan hasil kajian dan rekomendasi rekomendasi
jenis uji coba, uji terap/pengembangan teknik dan
metode uji coba, uji terap;

laporan hasil kajian dan rekomendasi hasil penilaian
Instalasi Karantina Hewan (IKH);

laporan hasil penyusunan rencana kegiatan
monitoring dan evaluasi tindakan karantina
hewan/laboratorium karantina hewan/pengawasan
dan keamanan hayati hewani;

laporan penyusunan rencana tindak lanjut dari
rekomendasi hasil kajian penetapan kawasan
karantina;

laporan hasil supervisi pelaksanaan penilaian
kelayakan alat angkut atau lokasi, sarana
prasarana, rancang bangun instalasi karantina
hewan;

laporan hasil pemeriksaan klinis hewan dan
organoleptik, penilaian hasil pemeriksaan klinis
hewan dan organoleptik dan penetapan diagnosa;
dokumen hasil kegiatan pengujian, penilaian
pengujian secara bioteknologi, serologi kompleks,
kimia kompleks, isolasi/kultur;

laporan hasil penilaian dan atau tindakan karantina
perlakuan termasuk perlakuan kuratif terhadap
media pembawa;

laporan hasil penilaian tindakan karantina
penahanan, atau penolakan, atau pemusnahan
terhadap media pembawa atau sampel sisa hasil uji/
sampel arsip;

penerbitan dokumen karantina hewan;
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laporan hasil analisa atas hasil tindakan karantina
hewan;

laporan hasil analisa hasil kalibrasi internal dan
eksternal;

laporan hasil evaluasi kegiatan pengamatan status
situasi penyakit atau pengawasan keamanan hayati
hewani;

Laporan hasil penyusunan data base koleksi standar
Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) atau media
pembawa;

laporan hasil penyusunan proposal kegiatan uji
terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM),
uji coba, uji terap atau pengembangan teknik dan
metode uji coba, uji terap;

laporan hasil evaluasi hasil kegiatan uji terkait
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Sistem
Manajemen Mutu (SMM), uji coba, uji terap atau
pengembangan teknik dan metode uji coba, uji
terap;

laporan hasil kajian konsep standarisasi Sumber
Daya Manusia (SDM), metode, alat atau bahan
laboratorium;

laporan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen
sistem manajemen mutu;

laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen
mutu;

laporan hasil perbaikan atas hasil kaji ulang
manajemen;

laporan hasil kegiatan audit internal sebagai auditor;
laporan hasil pelaksanaan kegiatan audit internal
sebagai auditee;

laporan hasil pelaksanaan sebagai saksi ahli dalam
pelanggaran peraturan perkarantinaan; dan

laporan  hasil penyelidikan dan  penyidikan

pelanggaran peraturan perkarantinaan di lapangan;
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d. Dokter Hewan Karantina Ahli Utama, meliputi:

1.

10.

laporan pemberian rekomendasi hasil analisa resiko
Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Invasive
Alien Species (IAS)/ Produk Rekayasa Genetik
(PRG)/Agensia Hayati;

laporan hasil kegiatan komunikasi risiko Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK)/ Invasive Alien
Species (IAS)/ Produk Rekayasa Genetik
(PRG)/Agensia Hayati;

laporan pemberian rekomendasi hasil kegiatan
analisa data;

laporan hasil kajian dan pemberian rekomendasi
dampak kejadian wabah Hama Penyakit Hewan
Karantina (HPHK), kasus baru Hama Penyakit
Hewan Karantina (HPHK), kejadian wabah Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK) di Negara atau
daerah lain;

laporan hasil kajian dan pemberian rekomendasi
penetapan daftar/list jenis Hama Penyakit Hewan
Karantina (HPHK) dan media pembawa Hama
Penyakit Hewan Karantina (HPHK) desk review
laporan hasil kajian atas konsep kebijakan/
peraturan di bidang karantina hewan dan
pengawasan keamanan hayati hewani;

laporan hasil pengkajian atas konsep pedoman/
juklak/juknis/ Standar Operational Procedure (SOP)
tindakan karantina hewan;

Laporan hasil supervisi dan pembinaan Instalasi
Karantina Hewan (IKH);

laporan hasil evaluasi kegiatan monitoring dan
evaluasi tindakan karantina hewan, kegiatan
laboratorium = karantina  hewan, pengawasan
keamanan hayati hewani;

laporan hasil kajian dampak atas penetapan
kawasan karantina dan memberikan rekomendasi

untuk tindak lanjut;
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11. laporan pemberian rekomendasi hasil tindak lanjut
tindakan karantina penahanan, penolakan, atau
pemusnahan;

12. laporan hasil kajian, pemberian rekomendasi,
pembinaan atas hasil uji coba, uji terap atau
pengembangan teknik dan metoda uji coba, uji
terap;

13. laporan hasil telaahan, pemberian rekomendasi atas
hasil kajian, pemberian rekomendasi hasil
pengembangan teknik dan metode/ standar Sumber
Daya Manusia (SDM), alat, bahan, metode uji
laboratorium;

14. laporan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen
sistem manajemen mutu;

15. laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen
mutu;

16. laporan hasil perbaikan atas hasil kaji ulang
manajemen;

17. laporan hasil kegiatan audit internal sebagai auditor;

18. laporan hasil pelaksanaan kegiatan audit internal
sebagai auditee; dan

19. laporan hasil pelaksanaan sebagai saksi ahli dalam

pelanggaran peraturan perkarantinaan.

Pasal 8
Dalam hal wunit kerja tidak terdapat Dokter Hewan
Karantina yang melaksanakan kegiatan sesuai jenjang
jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Dokter Hewan Karantina yang memiliki jenjang jabatan
lebih tinggi dapat melakukan kegiatan tersebut
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan
unit kerja yang bersangkutan.
Dokter Hewan Karantina yang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh angka
kredit paling besar 100% (seratus persen) dari Angka

Kredit setiap butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9
Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina yaitu pejabat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina dilakukan melalui:
1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (inpassing); dan

4. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 11
(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina melalui pengangkatan pertama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 angka 1, harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
berijazah paling rendah dokter hewan,;
e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
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f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir.
Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi
ketersediaan lowongan Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina dari Calon PNS.
Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah
diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji
kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun wajib diangkat
dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.
PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina melalui pengangkatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh Angka
Kredit O (nol).
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3
(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus
pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati
hewani.
Dokter Hewan Karantina yang belum mengikuti dan/atau
tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberhentikan dari

jabatannya.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 12

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 angka 2, harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

a. Dberstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah dokter hewan;
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e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang
perkarantinaan hewan dan pengawasan keamanan hayati
hewani paling sedikit 2 (dua) tahun;

g. nilai kinerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua)
tahun terakhir;

h. berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli
Pertama dan Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina Ahli Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli
Madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli
Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan
Pimpinan Tinggi;

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya,

dan Jenjang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
ditetapkan berdasarkan hasil uji kompetensi sesuai dengan
ketersediaan lowongan jenjang jabatan.

Jumlah Angka Kredit bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina melalui pengangkatan

perpindahan dari jabatan lain ditetapkan dari kegiatan yang

berkaitan dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina.

Pasal 13
Paramedik Karantina Hewan yang memperoleh ijazah

Dokter Hewan dapat diangkat ke dalam Jabatan
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Fungsional Dokter Hewan Karantina, apabila memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina;

b.ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang
ditentukan untuk Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina;

c. mengikuti dan lulus wuji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun
oleh Instansi Pembina; dan

d. memiliki pangkat paling sedikit Penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b.

Paramedik Karantina Hewan yang akan diangkat menjadi

Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan Angka Kredit 65% (enam puluh lima

persen) Angka Kredit Kumulatif dari tugas di bidang

Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian (Inpassing)

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 angka 3, harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah dokter hewan;

e. memiliki pengalaman di bidang perkarantinaan hewan dan
pengawasan keamanan hayati hewani paling sedikit 2
(dua) tahun; dan

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
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dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini
mulai berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan
tugas di bidang perkarantinaan hewan dan pengawasan
keamanan hayati hewani berdasarkan keputusan Pejabat yang
Berwenang.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang
jabatan yang akan diduduki.

Angka Kredit untuk penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina, tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya
berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (inpassing).
Tata cara penyesuaian (inpassing) ditetapkan lebih lanjut oleh

Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 15

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 angka 4, harus memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. mengikuti dan lulus wuji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesuai standar kompetensi yang telah
disusun oleh Instansi Pembina; dan

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina melalui promosi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan

jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VI
KOMPETENSI

Pasal 16
PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina harus memenuhi standar kompetensi sesuai
dengan jenjang jabatan.
Kompetensi Jabatan  Fungsional Dokter Hewan
Karantina, meliputi:
a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial-Kultural.
Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH /JANJI

Pasal 17
Setiap PNS yang diangkat menjadi Dokter Hewan
Karantina wajib dilantik dan diambil sumpah/janji
menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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BAB VIII
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18
Penilaian kinerja Dokter Hewan Karantina bertujuan
untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan
sistem prestasi dan sistem karier.
Penilaian kinerja Dokter Hewan Karantina dilakukan
berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan
target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.
Penilaian kinerja Dokter Hewan Karantina dilakukan
secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan
transparan.
Penilaian kinerja Dokter Hewan Karantina sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Penilaian

Prestasi Kerja yang meliputi SKP dan Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Pasal 19
Pada awal tahun, setiap Dokter Hewan Karantina wajib
menyusun SKP.
SKP merupakan target kerja Dokter Hewan Karantina
berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang
bersangkutan.
SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari
penetapan kinerja unit kerja.
SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan

langsung.
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Pasal 20

Target Kerja Dokter Hewan Karantina sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disusun dalam bentuk

Target Angka Kredit.

Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-

masing jenjang jabatan setiap tahun, yaitu:

a. paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) Angka
Kredit untuk Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama;

b. paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit
untuk Dokter Hewan Karantina Ahli Muda;

c. paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima)
Angka Kredit untuk Dokter Hewan Karantina Ahli
Madya; dan

d. paling sedikit 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk

Dokter Hewan Karantina Ahli Utama.

Pasal 21
SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 menjadi dasar penilaian bagi Pejabat Penilai.
Penilaian SKP dilakukan dengan menghitung tingkat
Capaian SKP yang telah ditetapkan untuk setiap
pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, yang diukur dengan
4 (empat) aspek yaitu aspek kuantitas, kualitas, waktu,
dan biaya.
Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Pejabat Penilai.
Capaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka
Kredit sehingga diperoleh Capaian Angka Kredit yang
selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Tim Penilai.
Dalam hal Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) telah memenuhi Angka Kredit yang
dipersyaratkan  untuk kenaikan pangkat/jabatan,
Capaian Angka Kredit diakumulasikan dalam Penetapan
Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang

Berwenang menetapkan Angka Kredit.
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(6) Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) digunakan sebagai dasar  kenaikan
pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

(1) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (4), paling tinggi 150% (seratus lima puluh
persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.

(2) Dokter Hewan Karantina yang memiliki Angka Kredit
melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi,
kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan

untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.

Bagian Ketiga

Penilaian Perilaku Kerja

Pasal 23
Penilaian perilaku kerja Dokter Hewan Karantina dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penilaian

Pasal 24
Tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku
Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina.
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BAB IX
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pejabat Yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 25
Usul penetapan Angka Kredit Dokter Hewan Karantina
diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Badan

Karantina Pertanian.

Bagian Kedua

Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 26

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan
keamanan hayati untuk Angka Kredit Dokter Hewan
Karantina Ahli Utama; dan

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati
hewani untuk Angka Kredit Dokter Hewan Karantina Ahli
Pertama sampai dengan Dokter Hewan Karantina Ahli

Madya.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 27
(1) Dalam menetapkan Angka Kredit, pejabat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:
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a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang
dilakukan oleh atasan langsung;

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian SKP;

c. memberikan rekomendasi kenaikan = pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian SKP; dan

f. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,
pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan
dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Dokter

Hewan Karantina dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 28
Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri
atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang
membidangi karantina hewan dan  pengawasan
keamanan hayati hewani, unsur kepegawaian, dan
Dokter Hewan Karantina.
Susunan keanggotaan Tim  Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus berjumlah ganjil.
Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, paling rendah Pejabat Administrator atau Dokter
Hewan Karantina Ahli Madya.
Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Dokter Hewan
Karantina.

Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
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a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Dokter Hewan Karantina
yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai
kinerja Dokter Hewan Karantina; dan

c. aktif melakukan penilaian.

Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Dokter

Hewan Karantina, anggota Tim Penilai dapat diangkat

dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai

kinerja Dokter Hewan Karantina.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang

membidangi perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta

pengawasan keamanan hayati.

Pasal 29

Tata kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina ditetapkan oleh Menteri Pertanian

selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina.

BAB X
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 30

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kedua

Kenaikan Jabatan

Pasal 31

Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi
Dokter Hewan Karantina dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan
jenjang jabatan yang akan diduduki.

Selain memenuhi syarat kinerja, Dokter Hewan Karantina
yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi

harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Bagian Ketiga

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 32

Dokter Hewan Karantina yang telah memenuhi syarat
untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi
tetapi belum tersedia lowongan jabatan, wajib memenuhi
Angka Kredit 80% (delapan puluh persen) dari target
kerja setiap tahun pada jenjang jabatan yang diduduki.

Dokter Hewan Karantina Ahli Utama yang menduduki
pangkat tertinggi pada jenjang jabatan yang didudukinya,
wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit 80%

(delapan puluh persen) dari target kerja setiap tahun.

BAB XI
PELATIHAN

Pasal 33
Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,
Dokter Hewan Karantina wajib diikutsertakan dalam
pelatihan.
Pelatihan yang diberikan bagi Dokter Hewan Karantina

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
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hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau
pertimbangan dari Tim Penilai.

Pelatihan yang diberikan kepada Dokter Hewan
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
bentuk:

a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis.

Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
Dokter Hewan Karantina dapat mengembangkan
kompetensi melalui program pengembangan kompetensi
lainnya.

Program  pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dalam bentuk:

a. maintain rating;

b. seminar;

c. lokakarya (workshop); atau

d. konferensi.

Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan
kompetensi Dokter Hewan Karantina sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Menteri Pertanian.

BAB XII
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DOKTER HEWAN KARANTINA

Pasal 34
Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
Dokter Hewan Karantina dihitung berdasarkan beban
kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
a. ruang lingkup kegiatan bidang karantina hewan dan
pengawasan keamanan hayati hewani;
b. frekwensi kegiatan operasional,;
c. volume tindakan karantina; dan
d. jenis media pembawa.
Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Dokter Hewan Karantina diatur lebih lanjut oleh Menteri

www.peraturan.go.id



2018, No. 506

-38-

Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah

mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 35

(1) Dokter Hewan Karantina diberhentikan dari jabatannya

apabila:

a. mengundurkan diri dari jabatan;

b.  diberhentikan sementara sebagai PNS;

c.  menjalani cuti di luar tanggungan negara;

d.  menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e.  ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana; atau

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan
huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan
terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional
Dokter Hewan Karantina.

(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki.

BAB XIV
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 36
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter Hewan

Karantina yaitu Kementerian Pertanian.

Pasal 37
(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina yang bertanggung
jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.
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(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina;

menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina;

menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina;

menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian
kualitas hasil kerja Dokter Hewan Karantina;

menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang
bersifat inovatif di bidang perkarantinaan hewan dan
pengawasan keamanan hayati hewani;

menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina;

menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina;

membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga
pelatihan;

menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina;

menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;

melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina;

mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina;

memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina;

memfasilitasi  pembentukan  organisasi  profesi  Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina;

memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan
kode perilaku Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina;
melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu
kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga
Administrasi Negara; dan

melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina.
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Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
sampai dengan huruf e, huruf i, huruf k sampai dengan
huruf o, dan huruf q, menyampaikan hasil pelaksanaan
pembinaan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
secara berkala sesuai dengan perkembangan
pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan
tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap
tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p
kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji
kompetensi Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur lebih
lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi

Pembina.

BAB XV
ORGANISASI PROFESI

Pasal 38
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina wajib
memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
Dokter Hewan Karantina wajib menjadi anggota
organisasi profesi Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina.
Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
Organisasi profesi Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
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b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan
Instansi Pembina.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Dokter Hewan Karantina dan hubungan kerja Instansi
Pembina dengan organisasi profesi Dokter Hewan
Karantina diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian

selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Dokter Hewan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf d, yang telah memperoleh ijasah Magister
(S2), Doktor (S3) sesuai dengan bidang tugas Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina diberikan penghargaan
berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari
kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi.

Pasal 40
(1) Dokter Hewan Karantina yang diberhentikan karena
ditugaskan secara penu pada Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya yang diangkat kembali dalam jenjang jabatan
terakhir yang didudukinya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun dapat
mengikuti uji kompetensi pada jenjang jabatan sesuai
pangkat terakhir yang dimiliki apabila tersedia

kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

www.peraturan.go.id



2018, No. 506

-4D-

(2) Dokter Hewan Karantina yang telah mengikuti dan lulus
uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan angka kredit:

a. 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi, apabila telah menduduki 1 (satu) sampai
dengan kurang dari 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhir yang dimilikinya;

b. 50% (lima puluh persen) dari angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi, apabila telah menduduki 2 (dua) sampai
dengan kurang dari 3 (tiga) tahun dalam pangkat
terakhir yang dimilikinya; dan

c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari angka kredit yang
disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi, apabila telah menduduki 3 (tiga) tahun atau
lebih dalam pangkat terakhir yang dimilikinya.

(3) Ketentuan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 41
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan Kkarir,
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dapat
dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat

Pembina Kepegawaian.

Pasal 42
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat
dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan

Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina ditetapkan.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan
pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Medik
Veteriner pada bidang karantina hewan dan keamanan
hewani karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan
setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
940), dinyatakan tidak berlaku dan diangkat kembali
dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner.
Pejabat Fungsional Medik Veteriner yang diangkat
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan
Karantina berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pembebasan sementara bagi Pejabat Fungsional Medik
Veteriner yang disebabkan karena:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau
tingkat berat berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri
Sipil;
c. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Medik
Veteriner;
d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya; dan
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang
dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita
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Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940),
dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Medik

Veteriner pada bidang karantina hewan dan keamanan

hayati hewani dilakukan penyesuaian nomenklatur dan

jenjang jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Dokter

Hewan Karantina, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Medik Veteriner dengan pangkat dan jabatan setara,
disesuaikan jabatannya ke dalam Jabatan Fungsional
Dokter Hewan Karantina;

b. Medik Veteriner yang memiliki pangkat lebih tinggi
dari jabatan, disesuaikan ke dalam Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina setelah
mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang
jabatan yang setara dengan pangkatnya apabila
tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Dokter
Hewan Karantina; dan

c. Medik Veteriner yang memiliki pangkat lebih rendah
dari jabatan agar selama masa peralihan, pangkat
disesuaikan dengan jabatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan Medik

Veteriner pada bidang karantina hewan dan pengawasan

keamanan hayati hewani sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Medik Veteriner Pertama
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Pertama;

b. Jabatan  Fungsional Medik Veteriner @ Muda
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Muda;

c. Jabatan Fungsional Medik Veteriner @ Madya
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan

Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Madya; dan
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d. Jabatan Fungsional Medik Veteriner Utama
disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina Ahli Utama.

(3) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir
menduduki Jabatan Fungsional Medik Veteriner dapat
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam
Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina.

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan.

(5) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas jabatan Dokter Hewan Karantina tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 45
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan
yang merupakan ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik
Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 940), dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan diubah berdasarkan

Peraturan Menteri ini.

Pasal 46
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun

sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 47
Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak

tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
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Pasal 48
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan
Fungsional Dokter Hewan Karantina ini diatur dengan
Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-

masing.

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan
yang mengatur perkarantinaan hewan dan pengawasan
keamanan hayati hewani pada Peraturan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik
Veteriner dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 940), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
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pada tanggal 26 Maret 2018
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LAMPIRAN [

PERATURAN MENTER! PENDAYAGU NAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS ] BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

_ag-

URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL DOKTER HEWAN KARANTINA

no URAIAN KEGIATAI HASIL KERJA/OUTPUT st PELAKSANA TU GAS
T 2 3 T 5
1 |Melakukan pengawasan pelaksanaan kalibrasi peralatan laboratorium elsternal atau  |Dokumen hasil pengawasan pelaks anaan kalibrasi peralatan 0.015 Anli Pertama
kalibrasi internal laboraterium eksternal atau kalibrasi int ernal
2 |Melakcukan p P /supervisi/p P atau penflaian hasil Laporan hasil p P /supervisi/ p pelaksanaan 0.045 Anli Pertama
Ipengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan  |atau penilaian hasil pengawasan lalu lirtas alat angkut, media
hayati hewani pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani
% |Melakukan verifikasi hasil pemeriksaan dokumen Dokumen hasil ver ffikkasi atas hasil pemeriksaan dokumen 0.003% Ahli Pertama
4 [Melakukan penilaian kelayakan alat angkut Dokumen hasil penilaian kelayakan alat angkut 0.005 BRI Pertama
5 |Melaicukan tindakan pemer lksaan klinis hewan dan organoleptik, penilaian nasil Laporan hasil pemeritsaan klinis lewan dan organoleptis, penilaian 0.003 ANl Pertama
lpermerilesaan klinis hewan dan organoleptix dan menetapkan diagnosa hasil pemerliesaan klinis hewan dan or ganoleptik dan penctapan
diagnosa
& [Melakukan penilalan pengamblian sampal penylmpanan sampel Laporan has1l penilalan pengambllan sampal penylmpanan sampel 0.003 ERT Pertama
7 |Melakukan Kegiatan pengujian, penilaian, supervisi _pengufian morfologis Dokumen hasil Kegiatan pengujian, penilaian; sup ervisi pengujian 0.023 Anli Pertama
(enakroskopls, organoleptik, atau mikroskopls) meorfologis [makroskopis, organoleptik, atau mikroskopls)
& |Menentukan teknik dan metode tindakan karantina pengamatan atau tindakan |Laporan hasil penentuan teknilk dan metode tindakan karantina 0.013 Ahli Pertama
arantina perlakuan pada media pembawa pengamatan atau tindakan karantina perlakuan pada media pembawa
% |Melakukan penilaian dan atau tindakan perlakuan termasuk perlakuan kuratif|Laporan hasil penilaian dan atau tindakan perlakuan termasuk 0.023 Ahli Pertama
terhadap media pembawa, perlakuan kuratif terhadap media pembawa
10 |Menetapkan ataumelakukan penilaian tindakan karantina penahanan media Laporan hasil penetapan atau melakeukcan penilaian tindalkan 0.023 Anli Pertama
permbawa \carantina penahanan media pembawa
11 |Melakukan analisa dan penandatanganan dokumen atas tindakan karantina hewan Penerbitan dokumen karantina hewan 0.002 Ahli Pertama
12 |Melakukan kegiatan pengamatan status situasi penyakit atau pengawasan keamanan  |Laporan Nasil pelaksanaan Kegiatan pengamatan status situasi 0.090 ANl Pertama
nayati hewan! penyakit atau pengawasan keamanan hayati hewant
T3 |Melakukan penilaian keglatan pembuatan atau pemelinaraan, atau pengelolaan koleksi |Lap or an hasil penilaian Kegiatan pambuatan atau pemelifaraam, atau 0.113 BT Pertama
HPHK atau Media Pembawa pengelolaan koleksi HPHK atau Media Pembawa
14 |Melakukan Kegiatan diserminasi Nasil uji terap atau bimbingan teknis pengujian, ujt Laporan hasil kegiatan diseminasi Nasil uji terap atau bimbingan 0,508 Anli Pertama
terap, pererapan SMM teknis pengujian, ujiterap, penerapan SMM
TS [Melakukan kegiatan Wl terkakt penerapan SMM, ujl coba, ufl terap atau pengembangan |Laporan has|l keglatan ujl terkalk penerapan SMM, uji coba, Wl terap 0.788 21 Pertama
tekenitc dan metode uji coba, Wi terap atau pengembangan teknik dan metode Wi coba, wi terap
16 |Mengumpulkan data dan informasi tentang jenis SDM, metode, alat atau bahan Data dan Lrformasi tentang jenis SDM, metode, alat atau bahan 0113 ARl Pertama
Iaboratorium yang akan distandarisasikan Iaboratorium yang akan distandarisasikan
17 |Melakukan penyus unan dokumen s istem manajemen muty Laporan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen sister manajemen 0515 ANl Pertama
mutu
T& |Melakukan kaji ulang Dokumen sistem manajemen muta Laporan hasil kajl ulang dokumen sistem manajemen muty 0563 ERT Pertama
19 [Melakukan perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen Laporan has1l perbaikan atas hasil kafi ulang mana)emen 0.158 BRI Pertama
20 |Melakukan kegiatan audit inter nal sebagai auditee Laporan hasil pelaksanaan kegiatan audit internal sebagai auditee 0.135 Ahli Pertama
21 |Melakukan p dan penyldian p peraturan perkarantinaan di Laporan hasil penyelidican dan p b peraturan 0.135 Anli Pertama
lapangan perkarantinaan di lapangan
22 |Melakukan identifikasi risikko HPHK Laporan hasil identifikasi risikko HPFHK 0.315 Ahli Muda
23 |Melakukan penilaian risiko HPHK Laporan hasil penilaian risiko HPHK 0.313 Ahli Muda
24 |Melakukan identifikasi kejadian wabah HFHK, kasus baru HPHK, kejadian wabah HPHK |Laporan hasil identifikasi kejadian wabah HPHK, kasus baru HPHK, 0.315 Anli Muda
di Negara atau daerah lain leejadian wabah HPHK di Negara atau daerah lain
35 |Mengumpulkan bahan/menyusun naskah rancangan kebjakan/peraturan dl bidarg|Laporan hasil pengump ulan bahan/penyusunan naskah rancangan 0.315 Phii Muda
icarant ina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani iceb fjakcan/peraturan di bidang karantina hewan dan pengawasan
ceamanan hayati hewani
36 |Meryus un hahan pedomany] uklakyjuknls; SOP Tindakan Karantina Hewan Taporan hasil penyusunan bahan pedoman; juklak, jukmis /S0P T12% ERE Muda
Tindakan Karantina Hewan
27 |Melakukan verfikasi persyaratan administrasi atau teknis nasil penilaian Kelayakan IKH | Dokumen formulir isian verffikasi persyaratan administrasi atau 0.090 ANl Muda
teknis hasil penilaian kelayakan IKH
28 |Melaksanakan kegiatan meoniter ing dan evaluasi tindalkan karantina Laperan hasil pelaksanaan menitoring dan evaluasi tindakan 0,315 Ahli Muda
newanylaboratoritm karantina hewan/ pengawasan keamanan hayati hewari icarantina hewan/ ina hewan, p
iceamanan hayati hewani
39 |Melakukan [dentitkas] atas rencana penctapan kawasan karaatina Laporan has1l idertilkas! atas rencana penstapan kawasan kar anting 0.350 BRE Muda
30 |Menyus un rencana Kerja tindakan karant ina newar Laporan Nasil penyusunan rencana kerja tindakan karantina hewan 0.020 ANl Muda
31 |Melakukan pengawasan pelaks anaan kallbras] peralatan laborat orium eksternal atau  |Laporan hasil pengawasan pelaksanaan kallbrasi peralatan 0.030 Phii Muda
analisa hasil kalibrasi internal laboratorium eksternal atau analisa hasil kalibrasi internal
32 |Melakukan p P Feupervisi/p P atau penflaian hasil Laporan hasil p P /Supervisi/p b 0.090 ARl Muda
pengawasan lalu lintas alat angkut, media pembawa karantina hewan dan keamanan  |atau penilaian hasil pengawasan lalu lintas alat angkut, media
hayati hewan! pembawa karantina hewan dan keamanan hayati hewani
33 |Melakcukan penilaian kelayakan lokasi, sarana prasarana, rancang bangun instalasi Dokumen hasil penilaian kelayakan lokasi, sarana prasarana, 0.090 ANt Muda
larantina hewan rancang bangun instalasi karantina hewan
34 |Melakukan evaluasi kelayakan [KH di UPT setiap & bulan atau sewaktu-waktu Dokumen hasil evaluasi kelayakan [KH di UPT setiap & bulan atau 0.090 Ahli Muda
sewaktu-waktu
35 |Melakukan tindakan pemer ikcsaan klinis hewan dan organoleptik, penilaian hasil Laporan hasil pemeriksaan klinis newan dan organoleptik, penilaian 0.003 Anti Muda
|permeriktsaan klinis hewan dan organoleptix dan menetapkan diagnosa hasil pemeriisaan klinis hewan dan or ganoleptik dan penetapan
diagnosa
36 |Menetapkan besaran, cara pengambilan sampel dan jenis sampel untuk pemeriksaan |Laporan hasil penetapan besaran, cara pengambilan sampel dan jenis 0.025 ANt Muda
laboratorium sampel untuk pemeriksaan laboratorium
37 |Melakultan ver fikasl/kajl ulang permintaan pengujian laboratorum Dokumen hasil ver Fikasi/kafl ulang permintaan pengufian 0.010 ARl Muda
laboratorium
35 |Melakcukan kegiatan pengujian, penilaian pengujian secara serologis sederiiana, kimia |Dokumen hasil Kegiatan pengujian, penilaian pengujian secara 0.045 Anti Muda
sederhana, mikrobiologi serologis sederhana, kimia sederhana, mikrobiologi
39 |Menctapkan media pembawa yang akan diasingtan atau tindak fanjut hasil Laporan hasil penctapan media pembawa yang akan diasingkan atau 0.025 Ehii Muda
pengasingan tindak lanjut hasil pengasingan
40 |Melakukan penilaian dan atau tindakan karantina perlakuan termasul perlakuan |Laporan hasil penilaian 4an atau tindakan perlakuan karantina 0.045 Al Muda

lcuratif ternadap media pembawa

termasuk perlaicuan kuratif terhadap media pembawa
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no URAIAN KEGIATAN -50-  HASIL KERJA/OUTFUT Qggé‘ff‘r PELAKSANA TUGAS
1 2 B 4 B
41 |Menetapkan tindakan karantina penolakan, penilaian tindakan karantina penolaikan  |Laporan hasil penetapan tindakan karantina penolakan, penilaian 0.025 A0l Muda
terhadap media pembawa atau sampel di laborator ium tindakan karantina penolacan terhadap media pembawa atau sampel
di laboratorium
42 |Menetapkan teknik dan metode tindakan karanting pemiusnahan Laporan hasil penctapan teknik dan metode tindakan Karantina 0.030 ANl Muda
pernusnahan
43 |Melkcukan analisa dan penandatanganan dokumen atas indakan karantina hewan  |Penerbitan dokumen karantina hewan 0.004 ARE Muda
44 [Meryus un rencana kegiatan pengamatan status stuasl penyaklt atau pengawasan Laporan hasll penyusunan rencand keglatan pengamatan status 5.050 ART Muda
keamanan hayati hewani situasipenyakit atau pengawasan keamanan hayati hewani
4 [Menyws un rencana Kegiat an pengelolaan Keleksl HPAK; Media Perbawa atau Laperan hasll penyurunan rencana kegiatan pengelolaan Kol 9.050 AR Muda
Imenetapkan jenis koleksi HPHK/ Media Pembawa atau menetapkan jenis kcoleksi
46 |Meryusun rencana kegiatan diseminasi hasil Uji terap atau bimbingan teknis pengujian, | Lap or an hasil penyusunan rencana kegiatan diseminasi hasil uji terap 0.180 BNl Muda
wji terap, penerapan SMM atau bimbingan teknis pengujian, uji terap, penerapan SMM
47 [Melcukan evaluasl hasll kegialan diseminasl hasil Wl terap atau blmbingan teknis [Laporan hasll evaluasl hasHl Keglatan diseminas hasil i terap atau 0,160 ARl Muda
pengujian, uji terap, penerapan SMM telnis p , ujiterap, p P
4% [Melakukan Kegiatan uji terkait penerapan SMM, 11ji coba, Uji terap atau pengembangarn |Lapor an Nasil kegiatarn wji terkait penerapan SMM, ji coba, i terap 1575 ANl Muda
telcnike dan metode wji coba, wji terap atau pengembangan teknik dan metode wji coba, wji terap
33 [Melicukan penyus unan konsep standarisasi SDM, metode, alat atau bahan Laporan hasll penyusunan konsep standarisast SDM, metode, alat 5.450 ART Muda
laboratorium atau bahan laboratorium
O [Melulan penyws unan dekumen s Stem manaemen muEy Taperan hasll pelals anaan penyusunan doRurmen sltem manajemen T03% ARH Muda
mutu
51 |Melakukan kaji ulang Dokumen sistem manajemen mutu Laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen muti 1125 ANl Muda
52 |Melakukan perbaikan atas nasil Kaji ulang manajemen Laporan hasil perbaikan atas hasil Kaji ulang manajemen 0.315 ANl Muda
53 |Melakukan kegiatan audit internal sebagai auditee Laporan hasil pelaksanaan kegiatan audit internal sebagai auditee 0.270 Anti Muda
54 [Merjadi saks] ahil dalam pelanggaran peraturan perkarantinaan Laporan hasll pelaksanaan sebagal sales] ahll dalam penggaran 0270 ARH Muda
peraturan perkarantinaan
55 [Melaicukan penyelidlean dan penyldlcan pelangsar an peraturan p akarantinaan di Laperan hasll penyelidiean dan p ® peraturan 0.270 ARl Muda
lapangan perkarantinaan di lapangan
56 |Melakukan kegiatan manajemen risico HPHK [AS, PRG/ Agensia Hayati Laporan hasil kegiatan manajemen risiko HPHK,/ IAS,/PRG/ Agensia 1.01 Anti Madya
Hayati
57 [Meryusun rencana tindaks lanjut darl rekomendas] hasil kajlan kejadian wabah HPHE, |Laporan penyusunan rercana tndak lanjut dari rekomendasi hasil 04T Antl Madya
kasus baru HPHK, kejadian wabah HPHK di Negara atau daerah lain, kajian kejadian wabah HPHK, kasus baru HPHK, kejadian wabah
HPHE di Negara atau dacrah lain
58 |Meryusun konsep Kebijakan, peraturan Al bidang Karantina Hewan dan pengawasar |Laporan hasil pefyusunan konsep kebljakan, peraturan 41 bidang 165 ARl Madya
keamanan hayati hewani kcarantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani
59 [Menyus un konsep pedoman /julklale/ juknls/S OP tindalan kar antina hewan Laporan hasll penyusunan konsep pedoman /juklak/juknis/ S0P 169 AR Madya
tindakan karantina hewan
60 |Membuat rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil kajian naskah akademik konsep |Lapof an penyusunan rencana tindal lanjut rekomendasi hasil kajian 047 Anli Madya
kebljakan di bidang karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani, naskah akademik konsep kebijakan di bidang karantina hewan dan
pengawasan keamanan hayati hewani
61 |Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi jemis uji  coba,  uji|Laporan hasil kajian dan rekomendasi jeris Wi coba, uji 169 Anli Madya
terap/pengembangan teknik dan metode wji coba, uji terap terap /pengembangan teknik dan metode wji coba, uji terap
52 |Melaicukan kajian dan mermb e kean r komendas! penilaian TKH Laporan hasll kajian dan r ckomendas! hasil penilaian IRH 541 ARl Madya
63 |Menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi tindakan karantina hewan/ |Laporan hasil penyusunan rencana kegiatan monitor ing dan evaluasi 027 ANl Madya
faboratorium karantina hewan/ pengawasan dan keamanan hayati hewani tindakan karantina hewan / laboratorium karantina hewan/
pengawasan dan keamanan hayati hewani
64 |Membuat rencana tindak larjut dari relomendasi hasil kajian penetapan kawasar |Laporan penyusunarn rencana tindak lanjut dari rekomendasi hasil 203 Anli Madya
karantina icajian penetapan kawasan karantina
65 [Meliculan s upervisl pelaksanaan perilaian Relayakan alat angkat atau lokasl, sarana |Laporan hasll supervis] pelaksanaan penilaian kelayakan alat anghut 0% Antl Madya
prasarana, rancang bangun instalasi karantina hewan atau lokasi, sarana prasarana, rancang bangun instalasi karantina
hewan
66 |Meliculan tindalean pemer lesaan ihnls howan dan organoleptik, penilalan hasil Laporan hasll pemerlisaan Kiinis hewan dan organcleptli, penilaian 001 Antl Madya
pemerilssaan klinis hewan dan organoleptik dan menetapkan diagnosa hasil pemeriksaan klinis hewan dan organoleptik dan penetapan
diagnosa
&7 [Melicukan Keglatan pengwjian, penilalan pengwian secara bloteknologl, serologl [Dokumen hasil keglatan pengijian, penilalan pengujian secara 037 Anll Madya
kompleks, kimia kompleks, isolasi/kultur bioteknologi, serologi kormp leks, kimia kompleks, isolasifkultw
% |Melacukian penliaian dan)afau tnddkan Karantina parlduan temasuk palduan Laperan hasl peniialan dan atau Hndakan Karantina perlakuan 907 hll Madya
[icuratif terh adap media permbawa; termasuk perlalcuan kuratif terhadap media pembawa
69 |Melakukan penilaian tindakan Karant ina penananan, atau penolakan, atau Laporan hasil penilaian tindakan karantina penahanan, atau 004 ANl Madya
pemusnahan terhadap media pembawa atau sampel sisa hasil wji/ samp el arsip penolalan, atau pemus nahan terhadap media pembawa atau sampel
sisa hasil uji/sampel arsip
70 [Melakulan anallsa dan penandatanganan dokumen atas Hindakan karantina hewan  |Penerbitan dokumen karantina hewan 0.01 ARl Madya
71 [Melakukan anallsa hasil tndakan karanting hewan Laporan hasll analisa atas hasil ndakan Karantina hewan .41 AT Madya
72 [Melakukan analisa hasil kalbrasi Internal dan dksternal Laporan hasll analisa hasHl kallbrast nternal dan clster nal 5.05 AT Madya
73 |Melakukan evaluasi hasil kegiatan pengamatan status situasi penyakit atau pengawasan |Laporan hasil evaluasi Kegiatan pengamatan status situasi peryakit 041 Anli Madya
keamanan hayati hewani atau pengawasan keamanan hayati hewani
74 |Melaicukan penyus unan database Koleksi standar HPHE atau media pembawa Laporan hasil peryusunan data base Koleksi standar HPHK atau 0.54 ANl Madya
media pembawa
75 [Menyusun proposal kegiatan 1wl terkal penerapan SMM, wi coba, Wl terap atau|Laporan hasll penyusunan proposalkeglatan Ul terkalt penerapan 581 Anll Madya
pengembangan teknik dan metode uji coba, wji ter ap SMM, wji coba, wji terap atau pengembangan teknik dan metode uji
coba, uji terap
76 [Melakukan evahiasi hasil keglatan w1 terkalt penerapan SMIM, wi coba, i terap atau  |Laporan hasil evaluasi hasil Kegiatan uji terkalt penerapan SMM, wi 095 Anli Madya
pengembangan teknik dan metode uji coba, uji terap coba, uji terap atau pengembangan teknik dan metode uji coba, uji
terap
77 |Melakukan Kajian Konsep standarisasi S DM, metode, alat atau banan laboraterium Laporan hasil kajian Kensep standarisasi SDM, metode, alat atau 1,60 ANl Madya
bahan laboratorium
78 [Melakulan penyus anan dokurmen »lstem manajemen mutu Taporan hasll pelaksanaan penyusunan dokurmen slstem manajemen 155 AT Madya
mutu
79 |Melalcukan kaji ulang DoKurmen sistem manajemen mutu Laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen muti 1.60 ANl Madya
80 |Melakukan perbaikan atas hasil kajl ulang manajemen Laporan hasil perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen 0.47 Anl Madya
81 |Melakukan kegiatan audit inter nal sebagal anditor Laperan hasil Kegiatan audit iternal sebagal auditor 041 Ahi Madya
52 [Melakukan kegiatan audit inter nal sebagal audites Laporan hasil pelaksanaan kegiatan audft internal schagal auditce 041 AT Madya
3 [Merjadi saks] ahll dalam pelanggaran peraturan perkarantinaan Laporan hasll pelaksanaan sebagal salesi ahll dalam pelanggaran 041 AR Madya
peraturan perkarantinaan
84 |Melakukan p dan penyldian p peraturan perkarantinaan di Laporan hasil penyelidican dan p b peraturan 041 Anli Madya
lapangan perkarantinaan di lapangan
85 |Melaicukean rexomendasi analisa resico HPHK/IAS/PRG/Agensia Hayati Laporan pemberian rekomendasi hasil analisa resico Anli Utama
HPHEK/IAS /PRG/Agensia Hayati 225
86 |Melakukan kegitan kemunikasi ris ko HPHK/IAS/PRG/ Agensia Hayatll Laperan hasil kegiatan kemunikasis isiko HPHK/1AS/PRG/ Agensia 235 Ahi Utama
Hayati
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87 |Melakukan rekomendasi kegiatan hasil analisa data Laporan pemberian rekomendasi hasil kegiatan analisa data 2.25 Ahli Utama
58 |Mengiaji dan mer ekomendasikan dampak kejadian wabah HPHK, kasus baru HEHK, |Laporan nasil kajian dan pemb erian rekomendasi dampak kejadian 335 Bl Utama
keejadian wabah HPHE di Negara atau daerah lain wabah HPHE, kasus baru HPHE, kejadian wabah HPHE di Tegara
atau daerat Lain
55 [Menghkall dan merekomendasikan daftar /Tt Jenis HPHE dan media pembawa HPHK Laporan hazll kaflan dan pemberian rekomendas] penetapan 735 ERT Utama
desis review daftar /list jenis HPHE dan media p embawa HPHK desks review
50 [Melakukan Rajlan atas Rensen keblakan/peraturan A1 bidang kerartina hewan dan|Laperan hasll Kajian stas ommep Keblakany peraturan 41 bidang 228 Al Utama
pengawasan keamanan hayati hewani icarantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani
91 |Melakukan kajian atas konsep pedoman;jukiak,juknis; SO tindakan karantina hewan |Laporan hasil pengkajian atas konsep p edoman /juklak/] ukmis/ SOF 2.35 BnfiUtama
tindatcan karartina hewan
5% |Metakukan supervis] dan perb aan TRH Tap oran has Tl sup ervis] dan perh naan TRH 536 AT tama
55 |Melakukan evaluasl kegiatan monftoring dan evahuasl tindakan Farantina hewan,|Laporan hasil evaluasi Kegiatan monitoring dan evahuas! tindakan 554 ATl Utama
keegiatan laboratorium karantina hewan, pengawasan keamanan hayati aabatt iaranting hewan, kegiatan laboratorium karantina hewan,
I keamanan hayati nabati
G4 |Menghall dampak penstapan kawasan karantina dan merdsomen dasikan tndak anjd | Lap oran hasll kajlan dampak atas p enetapan Kawasan karanfing dan 255 AR tama
memberikan relzomendasi untuk tindak lanjut
G5 |Merekomendas kcan tindak fanjut tindakan karantina penahanan, penolakar, atau Laporan pemberian rekomendasi hasil tindak lanjut Karanting GEE3 BT Utama
pemusnanan tindakan penahanan, penolakan, atau pemusnahan
35 |Melakukan kafian, pemberlan t skomendasl, pembnaan atas hasll Ul coba, Wl terap | Laporan hasH kajlan, permb et lan 1 dkomendas, pemblnaan atas basi] 336 ERT Utama
atau pengembangan telsnils dan metoda wji coba, wji terap ji oo, uji terap atau pengembangan teknik dan metoda wi coba, uji
terap
7 |Menelaah kajian/: comendas] hasll pengerbangan teknlk dan metods/ standar SOM,|Laporan hasll telashan, pemberian rekomendant atar hasll Kajian, 736 ARl Utama
alat, bahan, metode uji laboratorium pemberian rekomendasi hasil pengembangan telnik dan metode/
standar SDM, alat, bahan, metode uji laboratorium
08 |Melakultan penyusunan dokumen sistem manajemen muty Laporan hasil pelaksanaan penyusunan dokumen sistern manajemen 2.07 Al Utama
mutu
99 |Melakukan kaji ulang Dokurmen sistem manajemen mutu Laporan hasil kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu 2.25 ARl Utama
100 |Melakulan perbaikan atas hasil kajl ulang manajemen Laporan hasil perbaikan atas hasil kaji ulang manajemen 0.65 Bnfi Utama
T01 |Melakulan Kegiatan audit internal sebagal auditor Laporan hasil kegiatan audit internal sebagal auditor 0.54 Bnfi Utama
102 |Melakulean kegiatan audit internal sebagai auditee Laporan hasil pelaksanaan kegiatan audk internal sebagai auditee 0.54 ANl Utama
T0% |Merjadt sabes] il Al pelangsar an per Al uran p FRArArinaan Tap oran Rasll pelakisanaan seb agal saks] Al Aalam pelangga an s AR Utama
peraturan perkarantinaan
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